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Hal . Imbauan

Yth. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-
XVI11/2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;

11.Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/
PM.07.00/V11/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024,

13.Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Parepare , maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota
Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2024:

(a) Pasal 30 huruf (a),angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
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Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
(3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;

(4) proses dan penetapan calon;

(b) Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan
wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan
di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan,
d. Proses penetapan calon;

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota:
Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 14
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi:
(1) Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
tahapan yang meliputi:
a. pendaftaran pasangan calon;
b. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
c. penetapan pasangan calon.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh

Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawasan TPS.

3. Peraturan mengenai tahapan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota yang tertuang dalam:

(a) Pasal 7 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-
Undang, yang berbunyi:

Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yakni mampu secara
Jjasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

(b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota,
berbunyi:

Pasal 110

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah
menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).

(2) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf
b angka 2 melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
dari penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon.

(3) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan
kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
Pasangan Calon.

(4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon:

a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.

(5) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan
kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota.

(6) Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) bersifat final.

Pasal 111

Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (6), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
memberikan tanda terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau

petugas penghubung.
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Pasal 126
(1) Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian

pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

a. berhalangan tetap;

b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.

(4) Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ pada saat
penelitian dokumen persyaratan calon, dapat mengajukan calon
pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
diterima.

Pasal 130 ayat 2
Ketentuan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
dan Pasal 111 berlaku mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kesehatan

calon pengganti.

4. Ketentuan terkait tata cara, mekanisme dan prosedur pemeriksaan kesehatan
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota termuat dalam Keputusan KPU
Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bab Il bagian C poin 1 dan 2, menguraikan bahwa:

1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan
KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana
pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

2. Waktu Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dapat
dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah pendaftaran, mulai pukul 07.00 waktu

setempat sampai dengan selesai.

Bab IV bagian B poin 1, menguraikan bahwa:
Jenis dan lama pemeriksaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel
perikut. Tim Pemeniksa Kesehatan dapat mengatur urutan pemeriksaan

Kesehatan setiap calon.
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No Jenis Pemeriksaan Lama Pemeriksaan
1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: 270 menit/sesuai
a. Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10, DIP, kebutuhan
MMI
b. Psikotes (MMPI, Tes Intelegensi, Tes
Kepribadian, dan Tes Potensi Khusus
Lainnya)
c. wawancara menggunakan Assist dan AS/
2. Pemeriksaan Status Penyalahgunaan 30 menit/sesuai
Narkotika kebutuhan
3. Penyakit dalam, USG abdomen 45 menit/sesuai
kebutuhan
4. Bedah 20 menit/sesuai
kebutuhan
5. Neurologi 45 menit/sesuai
kebutuhan
6. Kandungan (ginekologi), USG Transvaginal 45 menit/sesuai
bagi calon Walikota dan Wakil Walikota kebutuhan
Perempuan
7. Mata 30 menit/sesuai
kebutuhan
8 | THT-KL 20 menit/sesuai
kebutuhan
Audiometri nada murni 30 menit/sesuai
kebutuhan
9. Jantung dan pembuluh darah: EKG, Treadmill, 45 menit/sesuai
Echokardiografi kebutuhan
10. | Paru: spirometri dan tes lain 20 menit/sesuai
kebutuhan
11. | Radiologi thoraks 10 menit/sesuai
kebutuhan
12. | Pengambilan sampel laboratorium 10 menit/sesuai
kebutuhan
13. | Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, Sesuai kebutuhan
waktu penyesuaian)
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Bab V bagian A poin 2, menguraikan bahwa:

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua)

kategori, yaitu:

a. jika tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis pada Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota, maka yang bersangkutan dinyatakan mampu secara
jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan Narkotika untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.
Interpretasi “Mampu” pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada
pengertian “fit” atau “laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Walikota dan
Wakil Walikota berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan.

b. jika ditemukan salah satu atau lebih ketidakmampuan secara medis (baik fisik,
Jiwa, dan/atau penyalahgunaan Narkotika) pada Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.
Interpretasi “Tidak Mampu” pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada
pengertian “unfit” atau “tidak laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Walikota
dan Wakil Walikota berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang
dilakukan.

Bab V bagian B, menyatakan bahwa:

1. Hasil pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
disampaikan oleh pihak Rumah Sakit kepada yang bersangkutan.

2. Dalam kaitannya dengan wajib simpan rahasia kedokteran, rekam medis
hasil pemenriksaan Kesehatan (medical record) menjadi milik Rumah Sakit.

3. Laporan pemeriksaan Narkotika dan psikotropika dituangkan dalam SKHPN
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemeriksaan lengkap
(resume medis).

4. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (resume medis) dikinmkan kepada
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

5. Keterangan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dituangkan di dalam berita
acara merupakan pendapat dari Tim Penilai Kesehatan yang selanjutnya
disampaikan kepada dalam KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai
kesimpulan hasil Tim Pemeriksa Kesehatan.

6. Penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan disampaikan oleh
kepala atau direktur Rumah Sakit kepada ketua KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari selesai penilaian hasil
pemeriksaan Kesehatan dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan
tahapan pencalonan Gubemur dan Wakil Gubermnur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakiol Walikota.
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7. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita
acara kesimpulan hasil pemerniksaan Kesehatan kepada Pasangan Calon
atau petugas penghubung dengan memerhatikan program dan jadwal
kegiatan tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota.

5. Ketentuan terkait sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran sub tahapan
pemeriksaan kesehatan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare
pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 termuat dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-
Undang, yang berbunyi:

Pasal 184

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar
atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang
suatu hal yang diperiukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubemnur,
Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan
Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga
puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 187 B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam
bentuk apapun pada proses pencalonan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga
puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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Pasal 187 C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka
penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubemur,
Wakil Gubemur, Bupati Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling
lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat
dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran
pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik untuk:

1. Memastikan keikutsertaan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemeriksaan
kesehatan setelah mendapatkan surat pengantar dari KPU Kota Parepare dan
sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran | PKPU Nomor 8 Tahun 2024
yakni 27 Agustus sampai 2 September 2024;

2. Memastikan untuk memanfaatkan help desk KPU Kota Parepare ketika mendapati
ketidaktahuan atas informasi terkait pemeriksaan kesehatan;

3. Mematuhi tata cara, mekanisme, prosedur pemeriksaan kesehatan yang termuat
dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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